BUPATI SOLOK SEATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR %35 TAHUN 2020
TENTANG

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan
karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan
statistik  keuangan  negara, perubahan  dan
penambahan kode rekening rincian objek belanja
dapat diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri
Dalam Negeri;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
Sehingga Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12
tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertangggungjawaban Anggaran
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pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten
Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 33 Tahun
2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Bupati Solok Selatan Nomor 12 tahun 2011 tentang
Kode Rekening Penyusunan Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertangggungjawaban Anggaran pendapatan dan
Belanja daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan,
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kabupaten
Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
IndonesiaNomor 5657);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor112);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional;

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

30 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara
sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan keuangan daerah.

6. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut urusan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kemeterian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

8. Sumber pendanaan adalah pengelompokkan dana berdasarkan
penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.

9. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Wilayah Administrasi
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau
yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain
dan kelurahan seluruh Indonesia.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri.

BAB II
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan

Lol &

pada tahap Perencanaan Anggaran Daerah;



Pasal 3

(1) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Angggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat(2), terdiri atas Kode Rekening :
a. Pendapatan;
b. Belanja dan;
c. Pembiayaan;

(2) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Angggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢, disusun
berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pasal 4

(1) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Angggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Angggaran
sebagimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan baku bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Tahun
Anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Kode Rekening dan
kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).
Pasal 6

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Angggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) digunakan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mulai Tahun Anggaran

2021.
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan Perencanaan,
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Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor
33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Solok
Selatan Nomor 12 tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertangggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD)
Kabupaten Solok Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Selatan.
Ditetapkan di Padang Aro

= pada tanggal 23 2wk 2020
=3 »/ Plt. BUHATI SQLOK SELATAN,

\\Z‘ABDUL MAN 7.
Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 11 AN 2020
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3%%
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